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ABSTRAK

Poligini dalam konteks hukum Islam, pada hakikatnya diperbolehkan
dengan syarat dapat berlaku adil. Yang menarik adalah, Turki menjadi negara
dengan mayoritas penduduk Muslim pertama yang melarang poligami secara
mutlak baik poligini maupun poliandri. Larangan tersebut tertuang dalam
intstrumen hukum Tiirk Medeni Kanunu. Sanksi dari praktik poligami termuat
dalam Tiirk Ceza Kanunu berupa hukuman pidana dua tahun. Sanksi tersebut
berlaku bagi orang yang berpoligami dan orang yang menikah dengan suami/istri
orang lain. Realisasi dari sanksi tersebut hanya dapat terjadi saat pihak yang
dirugikan melapor (delik aduan). Larangan poligami di Turki oleh para sarjana telah
dibahas dalam konteks hukum Islam konvensional. Berbeda dengan penelitian
sebelumnya, penelitian ini fokus untuk mengeksplorasi larangan poligami di Turki
dalam konteks heterodoksi keagamaan, politik hukum, dan kesetaraan gender.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan studi pustaka. Penulis
mengkaji heterodoksi keagamaan, politik hukum, dan kesetaraan gender
menggunakan hermeneutika negosiatif Khaled El Fadl dengan fokus pada dialog
seimbang antara text, author, dan reader. Penulis menempatkan Tiirk Medeni
Kanunu sebagai text, Pemerintah Turki sebagai author, dan masyarakat Turki
sebagai reader. Menelaah relasi antara author dan fext, penulis menggunakan
heterodoksi keagamaan sebagai neraca terhadap larangan poligami di Turki secara
kontekstual. Relasi antara author dan reader dikaji dengan menggunakan politik
hukum yang berperan dalam pembentukan larangan poligami. Kemudian dalam
menelaah relasi antara reader dan text, penulis menggunakan kesetaraan gender
sebagai indikator dari larangan poligami.

Sebagai hasil, dalam konteks heterodoksi keagamaan, larangan poligami
dalam Tiirk Medeni Kanunu pada hakikatnya sesuai dengan realitas yang terjadi di
Turki meliputi jumlah penduduk yang didominasi oleh pria dari tahun 2007-2023
dan tidak stabilnya perekonomian di Turki. Hal ini menunjukkan bahwa urgensi
poligami tidaklah mendesak untuk dilakukan di Turki. Pada aspek politik hukum,
larangan poligami dalam Tiirk Medeni Kanunu pada hakikatnya diwujudkan atas
dasar suara rakyat. Bermula dari pembentukan Konstitusi Turki yang mengandung
prinsip sekularisme dan kesetaraan gender, Konstitusi tersebut disetujui dengan
persentase 91,4% dalam referendum. Merujuk pada Konstitusi, Tiirk Medeni
Kanunu dibentuk dengan berasaskan sekularisme dan kesetaraan gender sehingga
dalam hal ini poligami tidak termasuk di dalamnya. Berkaitan dengan larangan
poligami yang memuat unsur kesetaraan gender, masyarakat Turki terbagi menjadi
dua golongan yaitu yang mematuhi dengan persentase 98% dan yang melanggar
(melakukan poligini) dengan persentase 2%. Pada golongan dengan persentase 2%,
terdapat dua tipologi respon reader yaitu reader yang melaporkan tindakan
pelanggaran tersebut sehingga pasangan yang berpoligami mendapat sanksi dan
reader yang tidak melaporkan karena kondisi finansial yang tidak stabil. Mengingat
bahwa realisasi sanksi dari praktik poligami berada di tangan reader menunjukkan
bahwa telah terbentuk negosiasi antara text, author, dan reader.

Kata Kunci: Heterodoksi Keagamaan, Politik Hukum, Kesetaraan Gender.



ABSTRACT

Polygyny in the context of Islamic law is essentially permissible, provided
it is conducted fairly. Of particular interest is that Tiirkiye has become the first
Muslim-majority country to completely prohibit polygamy, whether polygyny or
polyandry. This prohibition is enshrined in the legal instrument known as the
Turkish Civil Code. The penalty for practicing polygamy is stipulated in the Turkish
Penal Code, with a two-year criminal sentence. This penalty applies to both those
who engage in polygamy and those who marry someone already married.
Enforcement of this penalty can only occur when the aggrieved party files a
complaint (private prosecution). The prohibition of polygamy in Tiirkiye has been
discussed by scholars within the context of conventional Islamic law. Unlike
previous research, this study focuses on exploring the prohibition of polygamy in
Turkey within the context of religious heterodoxy, legal politics, and gender
equality.

This type of research is qualitative research with a literature review. I have
examined religious heterodoxy, legal politics, and gender equality using Khaled El
Fadl's negotiative hermeneutics, focusing on balanced dialogue between text,
author, and reader. I have positioned the Turkish Civil Code as the text, the Turkish
government as the author, and Turkish society as the reader. Analyzing the
relationship between author and text, I have used religious heterodoxy as a
contextual consideration in the prohibition of polygamy in Turkey. The relationship
between author and reader 1s examined through the role of legal politics in shaping
the prohibition of polygamy. Furthermore, in analyzing the relationship between
reader and text, I have used gender equality as an indicator of the prohibition of

polygamy.

As a result, in the context of religious heterodoxy, the prohibition of
polygamy in the Turkish Civil Code is essentially in line with the reality in Turkey,
which is characterized by a male-dominated population from 2007-2023 and an
unstable economy. This indicates that the urgency for polygyny is not pressing in
Turkey. In the context of legal politics, the prohibition of polygamy in the Turkish
Civil Code is fundamentally based on the voice of the people. Starting from the
formation of the Turkish Constitution, which contains principles of secularism and
gender equality, the Constitution was approved with a 91.4% majority in the
referendum. Referring to the Constitution, the Turkish Civil Code was established
based on secularism and gender equality, and therefore polygamy is not included in
it. Regarding the prohibition of polygamy that includes elements of gender equality,
Turkish society is divided into two groups: those who comply, with a percentage of
98%, and those who violate (engage in polygyny), with a percentage of 2%. Within
the 2% group, there are two typologies of reader responses: readers who report such
violations, leading to sanctions against those practicing polygamy, and readers who
do not report due to unstable financial conditions. Considering that the enforcement
of sanctions for polygamous practices lies in the hands of readers, it indicates that
a negotiation has taken place between the text, author, and reader.

Keywords: Religious Heterodoxy, Legal Politics, Gender Equality.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam
penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997
dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam pada dasarnya bersifat dinamis dan tidak statis.?
Dinamisasi suatu hukum pada hakikatnya untuk menjawab tantangan zaman
dan untuk menyelesaikan perkara sesuai dengan kondisi tempat yang
berperkara sebagaimana kaidah yang menyebutkan bahwa fatwa hukum
bisa berubah karena perubahan zaman, tempat, perbedaan kondisi, niat dan
keadaan.? Dinamisasi hukum keluarga secara spesifik dipengaruhi oleh tiga
aspek yaitu untuk meningkatkan status wanita, sebagai bentuk unifikasi
hukum dan untuk merespon tuntutan zaman.® Negara-negara dengan
mayoritas Muslim bersinergi untuk mengkodifikasi dan mereformasi
hukum keluarga untuk meningkatkan status wanita. Turki menjadi negara
yang mengambil langkah signifikan dalam mereformasi hukum keluarga
dengan berbasis pada kesetaraan gender, salah satu aturan yang berlaku
ialah pelarangan untuk melakukan poligami baik bagi suami maupun istri.

Turki sebelumnya merupakan negara teokrasi di bawah
kepemimpinan kesultananan Ottoman (1299-1923) kemudian berubah
menjadi negara sekuler setelah dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatiirk pada

tahun 1924. Perubahan tersebut mempengaruhi dinamisasi hukum keluarga

! Amir Syarifuddin, Memberantas Kebekuan Ijtihad, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hlm. 3.

2 Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, I'lam al-Muwagiin, (Mamlakah Arabiyah Al-Su’udiyah :
Dar Ibn Al-Jauzi Linnasyr wa Al-Tauzi’, 1423 H), hlm. 41.

% Khairuddin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-
Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia, (Jakarta: INIS, 2002), him.
93.



di Turki termasuk regulasi tentang poligami. Pada masa Kesultanan
Ottoman poligami diperbolehkan dan regulasi terkait poligami terkodifikasi
dalam regulasi hukum keluarga (Hukuk-1 Aile Kararnamesi) tahun 1917
kemudian setelah bentuk pemerintahan di Turki berganti menjadi republik,
regulasi poligami dilarang dalam KUH Perdata Turki (7iirk Medeni
Kanunu) pada tahun 1926.* Pada tahun 2002, Tiirk Medeni Kanunu 1926
mengalami reformasi berkaitan dengan hukum keluarga dan versi Tiirk
Medeni Kanunu 2002 tersebut mengalami beberapa amandemen hingga
tahun 2022. Kendati mengalami beberapa kali amandemen, regulasi
pelarangan poligami dalam Tiirk Medeni Kanunu tetap valid dan tidak
mengalami perubahan. Larangan poligami tersebut tertuang dalam Pasal
130 yang melarang wanita untuk poliandri dan melarang pria untuk
poligini.® Sanksi dari pelanggaran terhadap Pasal 130 Tiirk Medeni Kanunu
ialah hukuman maksimal dua tahun penjara. Sanksi tersebut diatur dalam
Pasal 230 Tiirk Ceza Kanunu (KUH Pidana Turki).®

Poligami di Turki adalah bagian dari pelanggaran pidana yang
bersifat privat dan untuk merealisasikan sanksi diperlukan delik aduan yaitu
tindakan suami atau istri sebagai pihak yang dirugikan untuk melaporkan
tindakan poligami yang dilakukan oleh pasangannya.’ Berdasarkan perkara

tersebut diketahui bahwa pihak lain tidak dapat mengajukan tuntutan pidana

4 Taher Mahmood, Personal Law in Islamic Countries (History, Text, and Comparative
Analysis), (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), him. 273.

S Pasal 130.

® Pasal 230.

" Andi Sofyan, dkk., Hukum Pidana, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), hlm. 7-8.



poligami yang dilakukan oleh pelaku kecuali tuntutan tersebut berasal dari
suami atau istri yang dipoligami. Apabila suami atau istri tidak melaporkan
maka tidak ada sanksi namun status pernikahan kedua dinyatakan tidak sah
menurut negara. Regulasi terkait pelarangan poligami secara mutlak di
Turki sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim menarik untuk
diteliti karena poligami hukum asalnya adalah boleh (mubah) dalam fikih
Islam.® Terdapat negara dengan mayoritas Muslim lain yang melarang
poligami yaitu Tunisia namun penulis memilih Turki sebagai locus
penelitian sebab Turki adalah negara dengan mayoritas Muslim pertama
yang menginisiasi pelarangan poligami bagi seluruh warga negaranya.
Larangan tersebut telah berlaku selama 98 tahun meski Tiirk Medeni
Kanunu telah mengalami amandemen berkali-kali.

Topik mengenai larangan poligami di Turki telah dibahas oleh para
peneliti dari berbagai sudut pandang hukum Islam. Quthny® menelaah
larangan poligami di Turki dengan berdasar pada interpretasi ayat yang
dilakukan oleh Muhammad Shahrur. Quthny memberikan konklusi bahwa
larangan poligami di Turki dapat dibenarkan untuk meningkatkan status
wanita dan poligami pada hakikatnya bukanlah hal yang harus dilakukan
kecuali dalam keadaan terdesak. Muspiroh!® mengkritisi larangan poligami

di Turki dengan menyatakan bahwa larangan tersebut tidak selaras dengan

8 Isnan Ansory, Silsilah Tafsir Ayat Ahkam QS. An-Nisa’: 03 Poligami, (2020), hlm. 13.

® Abu Yazid Adnan Quthny, “Reformasi Hukum Keluarga Islam Turki (Status Poligami
dalam Perspektif Teori Linguistik-Semantik Muhammad Shahrur),” Asy-Syari’ah Vol. 2:2 (2016),
hlm. 1-34.

10 Muspiroh Muspiroh, “Poligami dalam Pandangan Hukum Islam (Kritik Terhadap
Larangan Poligami dalam UU Turki),” Journal of Education Vol. 5:4 (2023), hlm. 16996-17006.



hukum Islam. Darmawijaya'! menjembatani antara Quthni dan Muspiroh,
menelaah larangan poligami di Turki dalam perspektif maslahah mursalah
dengan menimbang secara objektif bahwa larangan poligami di Turki
mengandung kemaslahatan untuk keharmonisan rumah tangga namun
pelarangan poligami secara mutlak juga berpotensi dapat menimbulkan
mudharat. Fokus kajian peneliti terdahulu adalah berkaitan dengan teks
larangan poligami di Turki dan sekularisasi yang dilakukan oleh pemerintah
Turki dalam menyusun Undang-Undang.

Para peneliti tersebut memiliki dua karakteristik yang sama.
Pertama, regulasi larangan poligami dengan berdasar pada Cyprus Turkish
Family Law 1951. Cyprus Turkish Family Law 1951 pada kenyataannya
diperuntukkan untuk etnis Turki yang tinggal di Sirpus,'? bukan untuk
warga negara Turki di Republik Turki. Kedua, para peneliti terdahulu tidak
mengemukakan sanksi untuk praktik poligami di Turki. Berdasarkan hal
tersebut, pada tesis ini, penulis menampilkan 77irk Medeni Kanunu sebagai
instrumen hukum yang memuat larangan poligami untuk warga negara
Turki di Republik Turki dan menyajikan sanksi poligami dalam Kitab
Undang-Undang Pidana Turki (7iirk Ceza Kanunu).

Menelaah substansi kajian para peneliti terdahulu, kendati telah

11 Edi Darmawijaya, “Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum
Keluarga Turki, Tunisia, dan Indonesia),” Gender Equality: International Journal of Child and
Gender Studies Vol. 1:1 (2015), hlm. 27-38.

12 Sirpus semula menjadi pulau yang diperdebatkan oleh dua etnis terbesar yaitu etnis Turki
dan etnis Yunani. Etnis Turki menginginkan pemisahan wilayah sedangkan etnis Yunani
menginginkan seluruh wilayah Sirpus menjadi bagian dari Yunani. Sebagai hasil, pada 1960 Sirpus
menjadi negara dengan persentase 80% etnis Yunani, 18% etnis Turki, dan etnis lainnya. Lihat Mira
Lulic dan Davor Muhvic, “International Law and Cyprus Problem,” Contemporary Legal and
Economic Vol. 2 (2009), hlm. 65-96.



dikaji dalam berbagai perspektif hukum Islam, larangan poligami di Turki
belum dianalis secara kritis dari aspek heterodoksi keagamaan, politik
hukum, dan kesetaraan gender. Ketiga aspek ini penting untuk dijelaskan
karena heterodoksi keagamaan berkaitan dengan relasi antara larangan
poligami dalam T7iirk Medeni Kanunu dan konteks yang terjadi di Turki,
politik hukum berkenaan dengan fakta historis terbentuknya Tiirk Medeni
Kanunu. Adapun kesetaraan gender sebagai neraca untuk mengeksplorasi
bagaimana larangan poligami dalam Tiirk Medeni Kanunu diterapkan dan
diabaikan dalam masyarakat. Penulis menggunakan hermeneutika
negosiatif Khaled M. Abou El Fadl untuk menjelaskan hubungan ketiga
variabel tersebut. Perspektif ini dipilih untuk mengkaji negosiasi antara
ketiga variabel tersebut dari aspek author, text dan reader.*®
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, tesis ini akan menjawab dua formulasi
pertanyaan sebagai berikut:
1. Bagaimana heterodoksi keagamaan memengaruhi larangan poligami

dalam Tiirk Medeni Kanunu di Turki?
2. Bagaimana politik hukum mengonstruksi larangan poligami dalam Tiirk
Medeni Kanunu di Turki?

3. Bagaimana kesetaraan gender membentuk persepsi masyarakat Turki

terhadap larangan poligami dalam Tiirk Medeni Kanunu di Turki?

18 Khaled M. Abou El Fadl, Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif, alih
bahasa R. Cecep Lukman Yasin, (Jakarta: PT Serambi [lmu Semesta, 2024), him. 182.



C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini selaras dengan rumusan masalah yang diusung

yaitu:

1. Menganalisis heterodoksi keagamaan memengaruhi larangan poligami
dalam Tiirk Medeni Kanunu di Turki;

2. Menganalisis politik hukum mengonstruksi larangan poligami dalam
Tiirk Medeni Kanunu di Turki;

3. Menganalisis kesetaraan gender membentuk persepsi masyarakat Turki

terhadap larangan poligami dalam Tiirk Medeni Kanunu di Turki.

D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini didedikasikan untuk memberikan manfaat secara
teoritis dan secara praktis. Secara lebih spesifik, berikut rinciannya:
1. Manfaat Teoritis
a. Bagi Akademisi
Penelitian ini dilakukan sebagai sumbangsih akademik agar
dapat menjadi rujukan para akademisi yang nantinya ditelaah dan
dievaluasi sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya.
b. Bagi Bidang Keilmuan
Pada bidang keilmuan khususnya bidang Hukum Keluarga
Islam, penelitian ini dapat dijadikan bahan diskusi dalam perkuliahan
kemudian dapat ditelaah dan dianalisis lebih lanjut menggunakan

berbagai jenis perspektif.



2. Manfaat Praktis
a. Bagi Masyarakat
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan
bagi masyarakat luas khususnya masyarakat di Indonesia untuk
mengetahui dan memahami bagaimana dinamika hukum keluarga di
negara lain, dalam hal ini adalah negara Turki.
b. Bagi Kebijakan Publik
Indonesia dan Turki memiliki karakteristik yang sama dalam
bidang pernikahan yaitu menganut asas monogami. Asas monogami
di Turki bersifat mutlak sedangkan di Indonesia tidak mutlak.
Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
mengatur bahwa kendati Indonesia menganut asas monogami namun
seseorang memiliki dispensasi untuk melakukan poligami dengan
syarat dan ketentuan. Adanya penelitian mengenai larangan poligami
di Turki dapat menjadi rujukan dan pertimbangan bagi pemangku
kebijakan untuk menimbang dengan bijak apakah praktik poligami
masih relevan diterapkan di Indonesia dengan menimbang kondisi

Indonesia dari berbagai aspek demi mencapai kemaslahatan umum.

E. Telaah Pustaka
Penelitian terdahulu telah membahas mengenai topik poligami

secara general. Beberapa di antaranya ialah penelitian yang dilakukan oleh



Yusoh,'* Siregar,’® dan Asih.}® Pada penelitian pertama, fokus locus
dilakukan di Thailand, pada penelitian kedua dan ketiga dilakukan di
Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki fokus locus di
Turki. Topik mengenai poligami juga telah diteliti dari berbagai sudut
pandang yaitu pertama dari sudut pandang psiko-sosial yang dilakukan oleh
Dashtiane, dkk.}” serta Yilmaz dan Tamam.,'® berdasarkan sudut pandang
tafsir dan hukum Islam oleh Aziz, dkk.,'® Idrus dan Fuadi®® dan Kartika,
dkk.?* kemudian secara historis terdapat penelitian terkait poligami yang
dilakukan oleh Polat?? dan Ayas.?

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan sudut pandang

hukum Islam kontemporer yaitu menggunakan perspektif hermeneutika

14 Mr. Hanif Yusoh, “Analisis Pelaksanaan Poligami dan Implikasinya Terhadap Kehidupan
Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa La’han, Kabupaten Yingo, Provinsi Narathiwat, Thailand
Selatan),” Tesis Master Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2015), hlm. 1-123.

15 Dina Sakinah Siregar, “Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Izin Poligami (Studi
Terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosari),” 7esis Master Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta (2022), him. 1-124.

1 Yuni Asih, “Diskursus Dominan Seksualitasitas Laki-Laki dan Perempuan dalam
Poligami di Sosial Media (Studi: Forum Poligami Indonesia),” Tesis Master Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022), hlm. 1-90.

17 Soode Dashtiane, dkk., “Polygamy and its Psychosocial Outcomes for Women (an
Evolutionary bio-psychological systematic review),” Shenakht Journal of Psychology and
Psychiatry Vol 8:5 (2021), hlm. 39-55.

18 Ertan Yilmaz dan Lut Tamam, “The Relationship between Polygamy and Psychiatric
Disorders in Turkish Women,” Sage Journals: International Journal of Social Psychiatry Vol 64:8
(2018), him. 821-827.

19 Nasay Aziz, dkk., “Polygamy in the Perspective of Tafsir Al-Ahkam and Islamic Law:
An Examination of the Gayo Luwes Community in Aceh, Indonesia,” Samarah Vol 7:3 (2023), him.
1682-1707.

2 Jdrus dan Shifriyan Fuadi, “Poligami dalam Kajian Sad Dzari’ah,” Jurnal Islam
Nusantara Vol 4:1 (2020), hlm. 58-68.

21 Elza Putri Kartika, dkk., “Tinjauan Sadd al Dzari’ah Terhadap Larangan Pegawai Negeri
Sipil Wanita Menjadi Istri Kedua, Ketiga, dan Keempat,” Qiyas Vol 9:1 (2024), him. 20-31.

22 Mihriban Polat, “Osmanli Devleti’nde Cok Eslilik (H.1111-1140/M.1699-1728 Yillar
Aras1 Ankara, Bursa, Edirne, Galata, Antep ve Konya Tereke Kayitlarina Gore),” Tesis Master
Universitas Nevsehir Hac1 Bektas Veli (2022), him. 1-188.

23 Ferdi Ayas, “Osmanli Impartorlugu’nun Toplum Yapisinda Cok Eslilik ve Konu Ozelinde
H. 1320-1323/M. 1902-1905 Yillar1 Arasinda Fatsa Ornegi,” Tesis Master Universitas Istanbul
Topkap1 (2022), hlm. 1-75.



negosiatif Abou El Fadl. Para peneliti telah menelaah perspektif
hermeneutika negosiatif yang digagas oleh Khaled M. Abou El Fadl
diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Rosyida,?* Nuhaa,? Muzayyin?®
dan Fathony.?” Peneliti terdahulu juga menggunakan hermeneutika
negosiatif Abou El Fadl untuk menelaah keadilan yang tidak bias gender,
salah satunya ialah dengan menginterpretasikan ayat dalam al-Qur’an yang
berkaitan dengan poligami. Penelitian tersebut dilakukan oleh Fadhilah?®
dan Arliana.?® Berkaitan dengan larangan poligami di Turki dalam
perspektif hermeneutika negosiatif Khaled M. Abou El Fadl belum
tereksplorasi.

Secara lebih spesifik berdasarkan kesamaan topik dan /locus,

penelitian terkait larangan poligami di Turki telah diteliti oleh Kamilia,*

24 Hanik Rosyida, “Kritik Interpretasi Otoritatif: Studi Hermeneutika Khaled M. Abou EI-
Fadl,” Syariati Vol 7:1 (2021), hlm. 15-32.

% Muhamad Afif Ulin Nuhaa, “Khaled Abou EIl-Fadl’s Perspective Authoritive
Hermeneutics (An Solution Face Phenomenon Islamic Law),” Jurnal Pro Justicia Vol 1:2 (2021),
hlm. 167-182.

% Muzayyin, “Hermeneutika Hukum Islam Khaleed Abou El Fadl: Sebuah Tawaran dalam
Membendung Otoritarianisme Fatwa MUI,” Potret Pemikiran Vol 20:1 (2016), hlm. 61-86.

2 Alvan Fathony, “Hermeneutika Negosiatif Khaled Abou El Fadl: Menangkal
Otoritarianisme Tafsir Agama dalam Hukum Islam,” a#-Turas Vol 6:1 (2019), hlm. 116-141.

28 Iman Fadhilah, “Aplikasi Hermeneutika dalam Figh Perempuan (Studi Pemikiran Khaled
Abou el Fadl Tentang Figh Perempuan dalam Fatwa CRLO).” Igtisad Vol 3:1 (2016), hlm. 22-51.

29 Arliana, “Humanisme Perempuan dalam Tafsir: Studi Pemikiran Khaled M. Abou El
Fadl,” Tesis Master Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2020), hlm. 1-123.

% Nur Kamilia, “Pengaruh Kemalisme Terhadap Undang-Undang Poligami di Turki,” A/-
‘Adl Vol 15:1 (2023), hlm. 29-44.
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Darmawijaya,®! Khoiri,® Muspiroh,®® Lailatul dan Ariani,® Quthny,* dan
dan Zaki.®® Penelitian tersebut memiliki karakteristik yang sama, yaitu
menggunakan Cyprus Turkish Family Law 1951 dan tidak menyebutkan
sanksi untuk praktik poligami di Turki. Regulasi Cyprus Turkish Family
Law 1951 sebenarnya tidak diperuntukkan untuk warga negara Turki di
Republik Turki melainkan untuk 18% etnis Turki di Sirpus.®’” Pada
penelitian ini, penulis menggunakan regulasi 7iirk Medeni Kanunu sebagai
regulasi yang diperuntukkan untuk warga negara Turki di Republik Turki
dan akan menyajikan sanksi poligami yang tercantum dalam Tiirk Ceza
Kanunu.

Teori yang gunakan oleh peneliti sebelumnya lebih cenderung
menggunakan teori hukum Islam yang bersifat tekstual sedangkan penulis
menyajikan dan menganalisis larangan poligami di Turki dengan
menggunakan teori hukum Islam kontemporer yang bersifat kontekstual.
Penulis menggunakan hermeneutika negosiatif Khaled M. Abou El Fadl
sebagai teori untuk menimbang pelarangan poligami di Turki dari tiga aspek

author, text dan reader secara seimbang. Penulis dalam menelaah relasi

31 Darmawijaya, “Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum

Keluarga Turki, Tunisia, dan Indonesia),” hlm. 27-38.

32 Nispul Khoiri, “Poligami dalam Hukum Kekeluargaan Islam: Indonesia, Turki, Tunisia,

dan Afganistan,” An-Nadwah Vol. 18:1 (2013), him 114-36.

3 Muspiroh, “Poligami dalam Pandangan Hukum Islam (Kritik Terhadap Larangan

Poligami dalam UU Turki),” hlm. 16996-17006.

34 Dewi Ulfa Lailatul dan Fitri Ariani, “Problematika Poligami di Negara Turki,” Islamic

Law Vol. 6:1 (2021), hlm. 40-65.

% Quthny, “Reformasi Hukum Keluarga Islam Turki,” him. 1-34.
% M. Zaki, “Dinamika Introduksi Sanksi Poligami dalam Hukum Keluarga Negara Muslim

Modern,” al-Risalah Vol 14:2 (2018), hlm. 307-334.

37 Lulic dan Muhvic, “International Law and Cyprus Problem,” him. 65-96.
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antara ketiga aspek tersebut mensubstitusikan heterodoksi keagaamaan,

politik hukum, dan kesetaraan gender.

Kerangka Teoritik

Penelitian ini menggunakan teori hermeneutika negosiatif yang
digagas oleh tokoh kontemporer di bidang hukum Islam yaitu Khaled M.
Abou El Fadl. Khaled menitikberatkan hermeneutika megosiatif pada tiga
aspek yang saling berkesinambungan yaitu author, text dan reader. Khaled
tidak hanya menginterpretasikan suatu zext dengan menginterkoneksikan
maksud author dan bagaimana reader dalam memahami text, tetapi juga
menampilkan interprestasi dari fext itu sendiri. Tujuan dari hermeneutika
negosiatif Khaled M. Abou El Fadl adalah untuk mencari negosiasi antara
author, text dan reader®®

Pada penelitian ini, penulis memposisikan regulasi larangan
poligami yang termaktub dalam Tiirk Medeni Kanunu sebagai fext,
pemerintah Turki sebagai author yang menulis regulasi tersebut dan
masyarakat Turki sebagai reader yang membaca dan mengimplementasikan
regulasi tersebut. Secara lugas, berikut formulasi kerangka teoritik yang

diaplikasikan dalam penelitian ini:

% Thab Habudin, “Konstruksi Gagasan Feminisme Islam Khaled M. Abou El Fadl:

Relevansinya dengan Posisi Perempuan dalam Keluarga,” Jurnal Al-Ahwal, Vol. 5:2 (2012), him.

22.
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Text
(Tiirk Medeni Kanunu)

Heterodoksi Keagamaan Kestaraan Gender
Hermeneutika
Negosiatif
Author / \ Reader
(Pemerintah Turki) / (Masyarakat Turki)

Politik Hukum

Gambar 1 Kerangka Teori

Penulis mengkaji tiga hal yaitu heterodoksi keagamaan, politik
hukum, dan kesetaraan gender dengan posisi yang setara untuk menemukan
negosiasi di antara ketiganya. Pada aspek heterodoksi keagaamaan, hal yang
ditelaah penulis adalah mengenai interpretasi 77irk Medeni Kanunu sebagai
text di luar ortodoksi keagamaan. Penulis menganalisis regulasi larangan
poligami dalam Tiirk Medeni Kanunu dengan membaca fext dari sudut
pandang text itu sendiri. Dalam ortodoksi Islam, hukum asal poligami
adalah mubah. Pada konteks heterodoksi keagamaan, penulis menampilkan
kontekstualisasi hukum poligami yang pada hakikatnya dapat berubah
sesuai dengan perubahan tempat dan perubahan era sehingga konteks yang

terjadi di Turki perlu digali baik sejak larangan poligami diterapkan hingga
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saat ini. Dalam hal ini penulis menampilkan bagaimana relevansi text
dengan dinamisasi zaman.

Pada askpek politik hukum, penulis menelaah bagaimana
pemerintah Turki sebagai author dalam menulis fext yang melarang
poligami di tengah penduduk yang didominasi oleh Muslim. Pada tahap ini,
penulis menelaah relasi antara larangan poligami dalam Tiirk Medeni
Kanunu dengan Konstitusi Turki yang memiliki hirarki tertinggi. Pada
Konstusi Turki, terdapat prinsip sekuler yang memisahkan antara urusan
agama dan urusan negara dan prinsip kesetaraan gender baik dalam lingkup
sosial maupun dalam keluarga. Mengingat bahwa konstitusi memiliki
kedudukan tertinggi dalam perundang-undangan maka dalam hal ini
prinsip-prinsip dalam konstitusi menjadi patokan dalam pembuatan regulasi
yang lain termasuk 77irk Medeni Kanunu. Berdasarkan hal tersebut, perlu
ditelusuri bagaimana proses Pemerintah Turki sebagai author dalam
mewujudkan konstitusi yang sekular hingga melarang poligami, apakah
dilakukan dengan otoriter atau egaliter.

Pada aspek kesetaraan gender, penulis mengkaji bagaimana
penerimaan masyarakat sebagai reader terhadap larangan poligami dalam
text yang ditulis author. Pada aspek ini, penulis menghadirkan dua kubu
yaitu yang mengimplementasikan fext dengan melakukan pernikahan
monogami dan yang melanggar text dengan melakukan pernikahan
poligami. Mengingat bahwa terdapat sanksi apabila melakukan poligami

dan sanksi tersebut hanya dapat direalisasikan jika pihak yang dirugikan
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melapor,® penulis menghadirkan kubu yang melanggar text dalam dua versi

yaitu yang dijatuhi hukuman dan kasus yang tidak dijatuhi hukuman.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis mengaplikasikan penelitian kualitatif sebagai sarana untuk
mengkaji larangan poligami yang termuat dalam Tiirk Medeni Kanunu.
Terdapat tiga aspek yang menjadi fokus kajian yaitu heterodoksi
keagamaan, politik hukum, dan kesetaraan gender. Penelitian ini
dilakukan dengan menggunakan studi pustaka yaitu dengan mencari
sumber data melalui literatur-literatur yang telah tersedia.*® Adapun
topik utama literatur yang digunakan dalam penelitian ini meliputi
larangan dan sanksi poligami di Turki, reformasi hukum poligami di
Turki, hermeneutika negosiatif Khaled El Fadl, data tentang kasus
poligami di Turki, dan lain-lain yang menunjang penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Penulis mendeskripsikan
larangan poligami dalam regulasi Tiirk Medeni Kanunu kemudian

menganalisis regulasi tersebut dalam perspektif hermeneutika negosiatif

39 Kasus ini termasuk dalam delik aduan yaitu delik yang hanya dapat diproses oleh pejabat
berwenang apabila pihak yang dirugikan melapor atau mengadu. Lihat R. Soesilo, Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor:
Politeia, 1991), him. 88.

40 M. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 27.
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Khaled El Fadl. Adapun tiga aspek utama dalam analisis tersebut
meliputi heterodoksi keagamaan, politik hukum, dan kesetaraan gender.

Pendekatan Penelitian

Penulis  menggunakan  pendekatan = hermeneutis  untuk
menginterpretasikan teks dalam hal ini Tiirk Medeni Kanunu yang
memuat larangan poligami dari sisi text, author, dan reader secara
setara. Dengan pendekatan hermeneutis, penelitian ini menikberatkan
pada interpretasi fext sesuai dengan konteks yang terjadi di Turki.
Berdasarkan hal tersebut, penulis juga menggunakan pendekatan sosio-
legal yaitu dengan menelaah bagaimana pengaruh konteks yang terjadi
di Turki dari sisi sosial, ekonomi, dan politik terhadap larangan poligami
dalam Tiirk Medeni Kanunu. Penulis dalam menggunakan sosio-legal
sebagai pendekatan tidak hanya menuangkan isi dari larangan dan
sanksi poligami di Turki dalam bentuk regulasi tetapi juga menampilkan
realitas yang terjadi di masyarakat Turki. Hal tersebut diwujudkan
dengan menelaah bagaimana larangan poligami tersebut diterima dan
diabaikan oleh masyarakat Turki.

Sumber Data

Sumber data penelitian ini didapatkan dari 7iirk Medeni Kanunu
sebagai bahan hukum primer yang memuat regulasi pelarangan poligami
di Turki dan Tiirk Ceza Kanunu sebagai bahan hukum sekunder yang
memuat tentang sanksi poligami di Turki. Berkaitan dengan teori

hermeneutika negosiatif, penulis menggunakan buku “Atas Nama
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Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif” versi terjemahan dari
buku “Speaking in God’s Name: Islamic Law, Authority, and Women”
yang ditulis oleh Khaled M. Abou El Fadl. Penelitian ini juga disokong
oleh sumber data yang didapatkan dari buku, jurnal, Undang-Undang
dan literatur pendukung lain baik dalam bahasa Turki, Inggris, maupun
Indonesia.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis memuat beberapa
tahap. Pada tahap pertama, penulis mengumpulkan sumber data
berkaitan dengan hermeneutika negosiatif Khaled El Fadl, poligami
secara general, implementasi poligami di negara-negara Muslim pada
era kontemporer, larangan poligami di Turki, dinamika perundang-
undangan di Turki, politik hukum di Turki, kesetaraan gender di Turki
dan heterodoksi keagamaan terkait larangan poligami di Turki. Pada
tahap kedua, sumber data yang relevan kemudian direduksi sesuai
dengan topik dalam pembahasan.

Pada tahap ketiga, penulis melibatkan warga negara Turki dalam
verifikasi data untuk memastikan bahwa data yang didapat adalah benar.
Verifikasi data dilakukan dengan bertukar pesan melalui Aplikasi
WhatsApp. Data dari sisi historis yang berkaitan dengan pembentukan
larangan poligami dalam Tiirk Medeni Kanunu, penulis melibatkan
Berat Yusuf Oz, MA. yang memiliki fokus kajian pada sejarah masa

Ottoman dan Emin Demirkazma sebagai sarjana di bidang Sejarah Islam
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termasuk di wilayah Turki. Data dari sisi politik Turki, penulis
melibatkan Hikmet Selim Sarihan yaitu seorang sarjana di bidang [lmu
Politik. Berkaitaitan dengan konteks yang terjadi di Turki dari sisi
ekonomi, penulis melibatkan Meryem Arslan seorang profesional di
bidang akutansi yang telah menyelesaikan masa pengabdiannya
(pensiun).

Setelah verifikasi data dilakukan. Penulis kemudian melanjutkan
pada tahap keempat yaitu analisis data. Data dianalisis menggunakan
hermeneutika negosiatif dan diinterpretasikan. Terakhir, penulis
memberikan konklusi dari penelitian. Konklusi tersebut memuat
argumen penulis setelah mengkaji larangan poligami dari aspek

heterodoksi keagamaan, politik hukum, dan kesetaraan gender.

Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling berkesinambungan.
Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan yang mencakup latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah
pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
Bab ini menjadi kiblat penulis dalam menyusun bab-bab berikutnya.

Bab kedua yaitu landasan teori memuat gambaran secara general
mengenai poligami dan penjelasan mengenai hermeneutika negosiatif
Khaled M. Abou El Fadl. Secara spesifik pada bagian awal terkait poligami

penulis memaparkan tentang definisi poligami, landasan poligami dalam
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hukum Islam serta perbandingan poligami di era klasik dan di era
kontemporer. Penulis kemudian membahas tentang paradigma berpikir
Khaled M. Abou El Fadl sebagai tokoh Islam kontemporer dan
hermeneutika negosiatif Khaled.

Bab ketiga yaitu hasil penelitian yang memuat regulasi Perundang-
Undangan tentang larangan poligami di Turki. Penulis memaparkan
reformasi hukum di Turki dalam lensa sejarah, dinamika perundang-
undangan hukum keluarga di Turki, larangan poligami berdasarkan Tiirk
Medeni Kanunu, dan sanksi bagi yang mengaplikasikan poligami
berdasarkan Tiirk Ceza Kanunu.

Bab keempat yaitu analisis data penelitian yang memuat mengenai
analisis heterodoksi keagamaan, politik hukum, dan kesetaraan gender
terhadap larangan poligami dalam Tiirk Medeni Kanunu di Turki. Penulis
dalam aspek heterodoksi keagamaan menganilisis konteks yang terjadi di
Turki dan relevansinya dengan regulasi pelarangan poligami. Pada aspek
politik hukum penulis menampilkan proses terbentuknya larangan poligami
dalam Tiirk Medeni Kanunu. Berkaitan dengan aspek kesetaraan gender,
penulis menelusuri realitas sosial berkaitan dengan pengimplementasian
larangan poligami di Turki.

Bab terakhir yaitu penutup yang berisi kesimpulan, saran, dan kata
penutup sebagai konklusi dan jawaban dari rumusan masalah secara lebih

ringkas.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Konklusi penelitian ini mencakup tiga pokok bahasan yaitu
heterodoksi keagamaan, politik hukum, dan kesetaraan gender dengan

rincian sebagai berikut:

Pertama, heterodoksi keagamaan. Larangan poligami dalam Tiirk
Medeni Kanunu pada hakikatnya selaras dengan konteks yang terjadi di
Turki. Hasil data statistik yang dikelola oleh Pemerintah Turki menunjukkan
bahwa jumlah penduduk Turki konsisten didominasi oleh laki-laki dengan
persentase di atas 50% sejak 2007-2023. Berdasarkan hal tersebut, urgensi
poligami tidaklah mendesak untuk diterapkan di Turki. Turki juga
mengalami problematika ekonomi mulai dari inflasi yang terjadi dalam
berbagai era hingga penurunan nilai mata uang Lira terhadap Dolar Amerika
secara signifikan. Berdasarkan konteks yang terjadi di Turki tersebut,
pelarangan poligami pada hakikatnya mengandung kemaslahatan bagi

warga negara Turki.

Kedua, politik hukum. Terbentuknya larangan poligami dalam T77irk
Medeni Kanunu pada hakikatnya diselaraskan dengan Konstitusi Turki yang
memiliki kedudukan tertinggi dalam hirarki perundang-undangan di Turki.
Konstitusi Turki memuat prinsip sekularisme dan kesetaraan gender baik

dalam ranah sosial maupun keluarga sehingga poligami tidak dapat
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diberlakukan. Konstitusi tersebut disetujui oleh masyarakat Turki sebagai
reader dengan persentase 91,4% dalam referendum. Hal tersebut
menunjukkan bahwa Pemerintah Turki sebagai author bersifat egaliter

dalam proses pembentukan larangan poligami di Turki.

Ketiga, kesetaraan gender. Persepsi masyarakat Turki sebagai reader
terhadap kesetaraan gender dalam larangan poligami terbagi menjadi dua
tipologi yaitu yang menerima dengan persentase 98% dan yang melanggar
dengan persentase 2%. Reader yang termuat dalam persentase 98%
memandang bahwa poligini adalah bentuk kekerasan terhadap perempuan
secara emosional sedangkan 2% reader yang melakukan pernikahan
poligini atas beberapa faktor meliputi obsesi untuk mendapatkan anak laki-
laki, mendapatkan pengakuan sosial, dan poligini tersebut dilegitimasi
dalam hukum Islam. Sanksi dari praktik poligami adalah pidana penjara 6
bulan sampai 2 tahun dan hanya dapat diterapkan ketika pihak yang
dirugikan melapor (delik aduan). Dari 2% kasus poligini terdapat dua
tipologi reader yaitu yang melaporkan tindakan pelanggaran hukum
tersebut dan ada yang bertahan dalam pernikahan poligini karena tidak
mandiri secara finansial. Hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi
larangan dan sanksi poligami dalam text diserahkan kepada masyarakat

Turki sebagai reader.

Pada hakikatnya ketiga aspek tersebut telah menemukan titik
negosiasi. Relasi antara text, author, dan reader saling berkesinambungan.

Text dibuat oleh author untuk kemaslahatan reader, author dalam proses
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pembentukan fext yang menganut sekularisme dan kesetaraan gender
melibatkan persetujuan reader. Kemudian reader memiliki wewenang

dalam menggunakan text tanpa interferensi dari text maupun author.

Saran

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki kekurangan
karena lintas negara sehingga tidak dapat menelusuri lebih dalam secara
langsung di Turki. Berdasarkan hal tersebut, penulis menyarankan kepada
para para peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian berkaitan
dengan larangan poligami di Turki dengan menggunakan studi lapangan.
Adapun topik yang menarik untuk digali ialah tentang pemenuhan hak-hak
anak dalam pernikahan poligini yang dilakukan oleh pria Turki dengan
wanita Suriah karena pernikahan tersebut tidak sah menurut negara maka
perlu digali apakah hak-hak anak dari pernikahan tersebut mendapat

perlindungan dalam regulasi.
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